Dokumen

s Tugas dan Fungsi Pokok BUMD - DOWNLOAD

s Dokumen informasi hasil penilaian cleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan
lembaga pemeringkat lainnya : DOWNLOAD

= Kegiatan penugasan pemerintah dan atau kewajiban pslayanan umum atau subsidi
DOWNLOAD

o Dokumen informasi sistern alokasi dan remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan
direksi - DOWNLOAD dan DOWNLOAD

¢ Daftar MOU Perusda MBS - DOWNLOAD & Soft Copy MOU - DOWNLOAD DOWNLOAD

e Dokumen informasi mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas -
DOWNLOAD dan Surat Keputusan (SK) : DOWNLOAD DOWNLOAD
e Dokumen Kontrak Barang dan Jasa Tahun 2021 & 2022 : DOWNLOAD DOWNLOAD
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Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai perseroan terbatas.

(1)

(2)

Paragraf 4

Dewan Pengawas dan Komisaris
Pasal 36

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat
terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat
Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan
pelayanan publik.

Pasal 37

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota
Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 38

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau

anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

a.

b.

sehat jasmani dan rohani;

memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang
tinggi untuk memajukan dan  mengembangkan
perusahaan;

c. memahami . ..
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memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

memahami manajemen perusahaan yang berkaitan

dengan salah satu fungsi manajemen,;

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnya,
berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
mendaftar pertama kali;
tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas,
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau

calon anggota legislatif.

Pasal 39

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota

Komisaris dilakukan melalui seleksi.

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan

yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam

Peraturan Menteri.

Pasal 40 . ..
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Pasal 40

Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota
Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak
kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan

Pengawas atau anggota Komisaris.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota
Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada

saat pendirian.

Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali
anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang
dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama

masa jabatannya.

Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota
Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas
atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak
kinerja.

Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan
kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota

Komisaris.

Pasal 41

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

(2) Jumlah . . .
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Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris

paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota
Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1
(satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai
Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota

Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas
keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi

kepentingan BUMD.

Pasal 42

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat

untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1)

(2)

Pasal 43

Dewan Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum
Daerah; dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi
dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum

Daerah.

Komisaris bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan

perseroan Daerah; dan

b. mengawasi . . .
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b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi
dalam  menjalankan  pengurusan  perusahaan

perseroan Daerah.

Dewan Pengawas wajib:
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

b. membuat dan memelihara risalah rapat.
Komisaris wajib:
a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan

b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan

terbatas.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris

berakhir apabila:

a.
b.

C.

(1)

meninggal dunia;
masa jabatannya berakhir; dan/atau

diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau
anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya

berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b,

anggota .
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anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib
menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir

masa jabatannya.

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan
sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum
dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir

masa jabatannya.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar
pertimbangan oleh KPM atau RUPS  untuk
memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan

Pengawas atau anggota Komisaris.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota
Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir
masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit
dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor
akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota
Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan
tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau
RUPS.

Pasal 46

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau
anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
huruf ¢, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan

pemberhentian.

(2) Pemberhentian . . .
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(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang

dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas

atau anggota Komisaris yang bersangkutan:

a.

b.

tidak dapat melaksanakan tugas;

tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran

dasar;

terlibat dalam  tindakan  kecurangan  yang
mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara,

dan/atau Daerah;

dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
mengundurkan diri;

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan
kebijakan Pemerintah Daerah seperti

Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran
BUMD.

Pasal 47

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan

anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 48 . . .



(1)

(2)

(1)

Qﬁf”@g

;‘!'l

ol ;%\k'

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

Pasal 48

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris
dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota

Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan
sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan

Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama
20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan
diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan
Pengawas atau anggota Komisaris, semua jabatan yang
bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau

anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 49

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris

dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik

negara, dan/atau badan usaha milik swasta;

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan/atau

c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik

kepentingan.

(2) Pelanggaran . . .
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Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan
sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan

Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama
20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan
diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan
Pengawas atau anggota Komisaris, jabatan yang
bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau

anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 50

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib
dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan
tugas untuk kepentingan BUMD.

Setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris
bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap
anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan
umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang
bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan

tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 51 ...
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Pasal 51

Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh
KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh
RUPS.

Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banyak terdiri atas:

a. honorarium;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif kinerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota
Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur dalam

Peraturan Menteri.

Pasal 52

Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat

seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.

Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan

Pengawas atau Komisaris.

Pasal 53

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas

anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dibebankan

kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran
BUMD.

Pasal 54 . ..
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Pasal 54

Keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris diambil

dalam rapat Dewan Pengawas atau Komisaris.

Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas
atau Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan
Pengawas atau Komisaris sepanjang seluruh anggota
Dewan Pengawas atau anggota Komisaris setuju tentang

cara dan materi yang diputuskan.

Dalam setiap rapat Dewan Pengawas atau Komisaris
dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan
diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan
ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas atau anggota

Komisaris.

Paragraf 5
Direksi
Pasal 55
Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD.

Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai

perseroan terbatas.

Pasal 56

Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM

dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh
RUPS.

Pasal 57 ...
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Pasal 57

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang

bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.

b.

sehat jasmani dan rohani;

memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang
tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;

memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

memahami manajemen perusahaan,;

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

perusahaan,;
berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang
manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah
memimpin tim,;

berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat
mendaftar pertama kali;

tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas,
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau

calon anggota legislatif.

Pasal 58 . ..
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Pasal 58

Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui

seleksi.

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan

yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam

Peraturan Menteri.

Pasal 59

Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib
menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat

sebagai anggota Direksi.

Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali
anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas

dengan baik selama masa jabatannya.

Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota

Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan

kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 60 . . .
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Pasal 60

Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum

Daerah ditetapkan oleh KPM.

Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan

Daerah ditetapkan oleh RUPS.

Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk
perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling
banyak 5 (lima) orang.

Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas
efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.

Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 61

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5

(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali

masa jabatan kecuali:

a.

ditentukan lain sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus
dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat

untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 62 . ..
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Pasal 62

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD

ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 63
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 64

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan
pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan

yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan

setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan
Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian
dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang

saham.

(4) Laporan. ..
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Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta
penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS
untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota

Direksi.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota
Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan
setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit
tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan
kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 65

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 huruf ¢, pemberhentian dimaksud wajib

disertai alasan pemberhentian.

Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan
informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota

Direksi yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran

dasar;

c. terlibat dalam  tindakan  kecurangan  yang

mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara,

dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan . . .
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mengundurkan diri;

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dan/atau

tidak terpilih lagi karena adanya perubahan
kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  hal
Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran
BUMD.

Pasal 66

Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh

KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah
diberhentikan oleh RUPS.

(1)

Pasal 67

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap

sebagai:

a.

anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik
negara, dan badan usaha milik swasta,

jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik

kepentingan.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan

sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam. ..
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Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama
20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan
diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota
Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota
Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 68

Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha
BUMD.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap
anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya
menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah
kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti
kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke

rekening kas umum daerah.

Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada
perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai perseroan terbatas.

Pasal 69 . . .



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 539/K.272/2021
TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a.

bahwa sesuai Hasil Seleksi Penjaringan Bakal Calon
Badan Pengawas/Komisaris Independen dan Direksi
BUMD Provinsi Kalimantan Timur serta Persetujuan
Kuasa Pemilik Modal (KPM) telah memutuskan dan
menyetujui mengangkat Direksi Perusahaan Daerah
Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur;

bahwa sesuai Kketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05
Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti
Satya Provinsi Kalimantan Timur dimana Pengangkatan
Anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan
Direksi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi
Kalimantan Timur;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pegawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05
Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2004 Nomor 05 E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004
tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 18);

Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/3144/Ek
tanggal 23 Juni 2021 perihal Keputusan Kuasa Pemilik
Modal (KPM)/RUPS atas nama-nama Calon Komisaris
Independen, Badan Pengawas dan Direksi BUMD Provinsi
Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Saudara Aji Mohammad Abidharta Wardhana
Hakim, MM sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah
Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur dengan
masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak
tanggal 1 Juli 2021.

Mengangkat Saudara Ir. Rano Hardani, ST, MM sebagai
Direktur Operasional dan SDM Perusahaan Daerah Melati
Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur dengan masa
jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal
1 Juli 2021.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Perusahaan Daerah
Melati Bhakti Satya tersebut harus senantiasa berpedoman
pada Kketentuan peraturan perundang-undangan dan
bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K.632/2020
tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi/ Direktur
Utama Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi
Kalimantan Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
Badan Pengawas Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi
Kalimantan Timur di Samarinda;

Direksi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur
di Samarinda;

Yang bersangkutan.
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETAEIAT DAERAH PROV. KALTIM
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